
BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana perbuatan cabul dan pencurian dengan kekcrasan dalam 

keadaan memberatkan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan 

kekerasan, karena tir.dak pidana ini di sertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan . 

Perkosaan bukan hanya sebaga i penyakit masya rakat tetapi juga merusak masa 

depan serta pemaksaan kch ~nda k terhadap kori.Jan dan mengoyak hak asasi 

. I manus1a. 

Pe ncabulan da n pencurian de ngan keke rasan dalam keadaan memberatkan 

tidak hanJa Ji -.~.- rupak a n masa lah antar indi vidu. melainkan sebagai problem sos ial 

ya ng terkait dengan masa lah hak-hak asasi, khususnya yang berkaitan dengan 

per!indungan dari segala uentuk penyiksaan, ! ~e ke ra sa n , dan pengabaian 111 artabat 

manusia terhadap wanita. Korban tindak pidana pencabu lan mengalami keru gian 

seca ra materil maupun immaterii. Orang yang dirugikan itu didasarkan atas asas-

asas hukum perdata dan keru gian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang 

oleh hukum pidana eli sebut "s i pembuat" (dade1) dari suatu tindak pidana 

Jad i terhadap pelaku kasus perkosaa n harus dihukum seberat-beratnya 

tanpa terkecuali. Lemahnya hukum terhadap para pelaku perkosaan menyebabkan 

jumlah kasus kejahatan ini tents meningkat serta hukuman yang dijatuhkan 

terhadap para pelaku tidak membuat jera? 

1 "Kejahatan Perkosaan dan Pembunuhan o/eh Supir Angkot ", 
http ://infoindonesia. wordpress.com., 27 April 20 12 

28arda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya 
Bakti , 2002, him 1-2 
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Perist;wa menghc!Johka1~ pe1~;::abul a :~ da::-: pencJnan dcnga.J kc!~e rasan 

dalam keadaan memberatkan di atas Angkot yang marak terjadi akhir-akhir ini di 

kota Depok nampaknya berlanjut di daerah, walau hampir :;emua tersangka pelaku 

perkosaan telah tertangkap oleh Kepolisian namun hal itu tak membuat peristiwa 

sadis tak berperi kemanusiaan ini menjadi surut.3 Kekerasan terhadap perempuan 

menghalar.gi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-

hak asas i dan kebebasannya.4 

Aksi kejahatan di angkutan umum, bukan hal baru da lam maraknya aksi 

kri minal di Kota Depok. Tanpa rasa takut, pelaku dengan buas mempcrdaya para 

korbannya seperti , pencopetan, perampasan, dar. perkosaan. Apa rat berwenang 

seperti Kepo li sian dan Dinas Perhubungan (D ishub), hanya sa ling menunggu dan 

sa ling tatap (pandang) menclengar peristiwa tersebut. Alhas il , korbanpun tents 

berjatuhan. 

Disamping i!u, maraknya aksi perkosaan di dalam angkutan umum yang 

[eijadi di sepanj ang tahun 20 I I ditengarai karena hukuman ya ng diberikan ti dak 

menimbulkan efekj era. Efek jera merupabn prinsip atas diterapkannya 1:ukuman . 

Pihak kepoli sian harusnya bi sa memetakan kasus perkosaan ini tetjacl i dimana dan 

kapan. Denga n clemikian, poli si seharusnya meningkatkan patroli el i wil ayah 

rawan yang telah dipetakan tadi . Keberadaan polisi membuat pelaku kejahatan 

akan berpikir dua kali dalam melancarkan aksinya. Upaya penindakan secara 

hukum juga perlu dilakukan dengan tegas. Polisi menindak tegas pemilik angkot 

yang membiarkan angkutan umumnya dipakai untuk aksi kriminal. 

3 "Warga Depok Jadi Karban Perkosaan di Angkot ", http: //metro. vivanews.com., 
27 April 20 12 

4Saparinah Sadli , Beberapa Catalan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di 
Indonesia, (Jakarta, Makalah Program Studi Kaj ian Wan ita PPS-Ill , 200 I), him . 23 . 
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Kewenangan sopir dan pemilik angkot untuk pencegahan memang di 

Dinas Perhubungan, tapi kalau kriminal menjadi wewenang polisi untuk berikan 

efek jera. Polisi bisa menindak operator karena membiarkan tindak pidana. Aksi 

perampokan disertai perkosaan di kota Depok pada hari Rabu tanggal 14 

Desember 2011 pukul 04.00 WIB yang menimpa pada diri seorang ibu. Rosmiyati 

(35 tahun) dirampok dan diperkosa oleh empat orang pria saat menaiki mikrolet 

M-26 jurusan Kampung Melayu-Bekasi 

Saat itu, Rosmiyait (korban) hendak menuju Pasar Kemiri Muka, Depok, 

Jawa Barat, dari rumahnya. Di dalam angkot, korban sempat ditodong dengan 

golok oleh seorang pria yang duduk di jok belakang. Setelah itu, korban mulai 

disetubuhi di dalam angkot yang masih me1aju. Tiga orang lain yang ada di dalam 

angkot justru menyemangati pelaku untuk memerkosa korban. Seusai disetubuhi, 

komplotan itu lalu merampas uang Rp 500.000,- dan anting milik korban.5 

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan 

sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan 

tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya 

dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh 

penegak hukum. Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang 

mungkin lama sekali membekas. Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak 

menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, 

penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam 

5Petikan Putusan Pengadilan Nomor 88/PID.B/2012/PN. Depok, him. 9. 
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batasan di atas, juga kesulttan pen1bukrian misa lnya perko.:;aan atau perbuatan 

cabul yang umumn ya dilakukan tanpa kehadiran orang lain .6 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penuli s tertarik 

untuk melak ukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: 

"TINJAUAN YURIDIS AT AS TINDAK PIDANA TURUT SERT A 

MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DAN PENCURIAN DENGAN 

KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN; (Studi Kasus 

Putusan No mor 88/PJD.B/2012/PN . Depok) 

B. Idcntifikasi dan Perumusan Masalah 

I ld entifikas i Masa lah 

Berdasa rkan latar belakang masa lah maka diidentifikasi permasalahannya: 

Baga imana pertanggungjawaban pelak u tindak pidana perbuatan cabul diseriai 

pencu ri an dc ngan kekerasan? 

2. Perumusan JVJasa lah 

Sete lah diidentifikasi ma~a l ah n ya maka dapat dirumuskan 

pe rrn asalahannya, sebaga i berikut : 

a. Baga imana pertanggun gjawaban pidana perbuatan pelak u yang 

turu t serta rnelakukan cab ul dan pencuri an de ngan kekerasan da lam keadaan 

m em bera tka n? 

b. Apakah putusan pengadilan terhadap perkara Pidana Nomor: 

88/PID.B/20 12/PN. Dpk suda h memenuhi rasa keadilan? 

6Lilik Mulyadi , Kapira Se/ekra Hukum Pidana Kriminologi Dan Vikr imologi, Jakarta, 
Djambatan, 2004), him. 135-1 44 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan dan kegunaannya akan dijelaskan, sebagai 

berikut. 

1. Tujuan Penelitian 

a. untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana perbuatan pelaku yang 

turut serta melakukan cabul dan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan 

memberatkan. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan pengadilan terhadap perkara 

Pidana Nomor: 88/PID.B/2012/PN. Dpk telah memenuhi rasa keadilan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Menambah khasanah pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab 

terjadinya tindak pidana perbuatan cabul dan pencurian dengan kekerasan di 

kalangan masyarakat; 

2) Dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai 

tindak pidana yang menjadi realitas Hukum dalam kehidupan masyarakat; 

3) Dapat dijadikan bahan diskusi dan refleksi serta telaahan kritis yang 

mengupas mengenai berbagai tindak pidana salah satunya perampokan 

yang disertai pencabulan maupun perkosaan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Polri 

a) Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada Polri dalam upaya menanggulangi perampokan yang disertai perkosaan di 

kalangan masyarakat; 
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b) Dapat memberikan masukan yang bersi fat pos iti f bagi perkembangan 

kelancaran tugas dan upaya menanggul angi perbuatan cabul dan perampasan 

dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. 

2) Bagi Pemeriotah 

a) Sebaga i bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari 

kebij akan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka upaya 

menanggul angi perbuatan cabul dan perampasan dengan kekerasan terutama 

perampokan ya ng di sertai perk osaan yang dil akukan dari ke l a ~ atas sampai 

keakar-akarnya; 

b) Sebaga i baha11 masukan kepada pemerintah dal :::m rangka upaya 

m~rumuskan kebijakan menanggul angi :nengenai perbL;atan cabul dan 

perampasan dengan kekerasan khu s u ~ n ya perampokan yang di se rta i perkosaan 

yang nautinya berpihak pada kondi si yang aman, sos ial ckonomi, kenyamanandan 

budaya tertib hukum bagi wa rga 11ega ra; 

c) Untu k me1nberikan surr. bangs ih bag i sistem Hukum Nas ional tentang 

bahaya perampokan yang diserta i perkosaan ya ng tej adi di masyaraka t. 

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Keraogka Pemikiran 

Sebclum menguraikan lebih lanjut dal am oene!itian untuk pen•Jiisan 

skripsi maka penuli s terlebih dahulu akan rnenjelaskan mengenai beberapa 

kerangka da lam penulisan skripsi. Diantaranya akan menjelaskan Kerangka 

Teoriti s, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran. 

1. Keraogka Teoritis 

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defini s i dan propos isi yang 

menyajikan gcja la (fen omena) seca ra sistemati s. Kemudi an mengul as hubungan 
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antara variabel-variabel dengan tujuan rnengasumsikan dan menerangkan geja la 

masa lah yang akan tirnbul. Dengan demikian untuk mendukung peneliti an ini , 

peneliti menyajikan teoriti s (fenomena) seca ra sistemat is sebaga i landasan 

berpikir gambaran tindak pidana perampokan di sertai perkosaan. 

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang te lah diproses sampai ke 

Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang 

maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam 

Kitab Uf1d ang-Und:mg H'tkum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan 

Te rhadap Kesusil aan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentan g 

tindak pidana perkosaan (Pasal 285) ya ng menyatakan: "Barangsiapa dengan 

kekerasa n atau ancaman k ~kerasan memaksa seoran g wanita bersetu buh der. gan 

di e di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana 

penjara paling lama c!ua belas tahun".7 

2. KeraP.gka Kon septual 

Untuk melihat penj elasan dengan judul maka abn dijeiaskcn terlebih 

dahulu pengert ian-pengerti an yang ada kaitannya de11gan peneliti an ini: 

a. Pengertian Tinuak Pidana 

Ti ndak Pidana adalah suatu perbuatan yang dil akukan olell seseorang 

dimana perbuatan tersebut melangg<' r ketentuan perundang-undangan yang 

diancam dengan sanksi terhad&p pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang 

melang~;ar ketentuan perundangan tersebut rnelahirkan sanksi yang bersifat 

pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi ya ng bersifat ad rnin istras i. 

b. Pengertian Pencabulan 

Pencabulan dapat diartikan sebaga i suatu perbuatan yang buruk atau 

7 l' asa l 285 KUHP (Kitab Unda ng-unda ng Hu kum Pidana 
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perbuatan yang tidak senonoh yang melanggar kesusilaan. Menurut Pasal 81 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan 

bahwa: 8 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa 

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah); 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) berlaku 

pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 

Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 

Rp.60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah)" .9 

Menurut Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

menyatakan bahwa: 10 "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya 

8Pasal81 UndangUndamg Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
9pasai 82 UndangUndamg Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
10Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 
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perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengau hukuman 

penjara selama-lamanya sembilan tahun··' . 

c. Pencuriau dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan 

Bentuk pencurian yang diperberat , ialah yang diatur dalam Pasal 365 

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dikenal dengan pencurian 

dengan keker3 san, yang rumusannya sebagai berikut: 11 

I. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun pencurian 

yan g didahului , di sertai , atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

terhadap orang, dengan maksud untuk 1nempersiapkan atau mempermudah 

penc: urian , ata u cia lam hal tertangkap tangan , untLik memungkinkan mel ~rikan diri 

sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetar menguasa i benda yang dicurinya. 

2 . Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun : 

• Pertama: Jika pencurian itu dilakukan pada waktil malam dalam sebuah 

tempat kediaman atau pekaranga n yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di 

jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ; 

Kedua : Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu. 

Keti ga: Jika masuknya ke tempat melakukan pencunan itu dengan 

merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, 

a tau pakaian jabatan palsu ; 

Keempat: Jika pencurian itu mengakibatkan lul<a berat. 

3. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat, maka dikenakan pidana 

penjara paling lama 15 tahun. 

----------
11 Pasa l 365 KUIIP (Kit ab LJ ndang-undang llukum Pidana) 
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4. Di ::mcam c.iengan pidar.1 mati atat: pidana pe :lJara ~~um ~:r hidutJ at:u 

se lama waktu tertentu paling lama 20 tahun, j ika pencurian itu mengakibatkan 

luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 

(satu) dan butir 3 (tiga). 

Pencurian sebagaimana dirumuskan diatas, daiam praktik dikenal sebagai 

pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab di lakukan dengan upaya kekerasan atau 

anca man kekerasan. Berdasarakan ancaman pidananya, pencurian ya ng diperberat 

ini , dibedakan menj adi 4 (empat) bentuk, yang masing-m asing bentu k selalu 

terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan. 

Menurut Pasa l I Undang-U ndang Nomor 2 1 Tahun 2007 Tentang 

Pembera ntasa n Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa yang dimaksud 

ancaman kekerasa n ada lah seti ap perbuatan secara melawan hukum berupa 

ucapan , tuli san. gambar, simbol, atau ge rakan t•Jbt, h, ba ik dengan atau tanpa 

menggunakan sa rar~a ya ng mer.im bulkan rasa takut atau mcngekang kebebasan 

h k 'k' J? a 1 1 seseorang. -

12Pasal I Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 
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3. Ke;·angllli Pen.ikiran 

Keterangan: 

TJNDAK PIDANA 
PERAMP0KAN 

DISERTAI PERKOSAAN 

I .. 
PENUNTUT UMUM 

SURAT DAKWAAN 

KASU~ POSISI 
PERKARA PIDANA 
NOMOR : 
88/PID.B/20 12/PN. DEPOK 

II 

Perkara pidana berawal dari terj adinya tindak pidana (defier) atau 

perbuatan pidana ya itu berupa kejahatan atau pe langgaran. Kasus ini meru pakan 

tindak pidan<1 perampokan di sertai perkosaan. 

Perka ra yang diterima oleh Penuntut umum dan berkas yang dilimpahkan 

oleh penyidik telah lt ngkap atau sempurna maka penuntut umum segera 

melakukan proses penuntutan. Has ii konkrit dari proses penuntutan ini adalah 

surat dakwaan dimana nampak didalamnya terdapat uraian secara lengkap dan 

jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya 

tindak pidana (locus dan tempus delicti) dan cara-cara terdakwa melakukan tindak 

pi dana. 

Tindak pidana yang dilakukan pada kasus ini merupakan perbuatan yang 
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diancam pidana Pasa l 290 ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo 

Pasa l 55 ayat ( I) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Pasa l 365 

ayat (2) ke-2 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Unda-Undang 

Nomor 8 Tah11n 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

Bentuk surat dakwaan dalam peristiwa pidana dimaksud , sehubungan 

dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan da lam pasa l-pasa l pidana 

yang ~e rs a 11 gkuta n. Perkara ini yang dituli s penuli s te liti bcrhu bun gan dengan 

bentuk dakwaan penuntut umum menentukan konstruksi hukum perbuatan dan 

impl ikas i yuridi s kor. struksi hukum yan g di susu!l penc: ntut umum bagi pe njatuhan 

von is da lam perkara Nom or 88/PID.B/20 12/PN . Depok 

E. Metode Penelitian 

Dalam keg iatan pc:nelitian ini ditempuh melalui pendekata n studi kasus. 

Pendekatan studi kasus di gunakan karena tinj auan yang di gun akan terhadap 

penr;asa lai1an hukum yang diteliti berpangkal pada pu tusan pengadil an dan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur masa lah perbuatan cabu I dan 

perampasan dengan kekerasan. 

Oleh kctrena itu data yang digunakan adalah da ta sekundcr berupa Bahan 

Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ter:; ier, untuk mendukung 

data sekundcr maka di gunakan data primer. 

I . Teknik Pengumpulan Data 

Scte lah data sekunder dari hasil penelitian terkumpul dari Perpustak.aan 

yang ada di Jakarta ya itu , Perpustakaan Ubhara Jaya, Di v Binkum Polri , 

PerpusLakaan Sekoiah T inggi limu l~epo li s i a n cian PeffJusta K. aan Pu :> litbang Po lo i, 
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kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara se leksi dan klasifikasi data . Bahan 

hukum primer dalam penulisan ini berupa : peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini , ya itu :, KUHP 

(Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana). 

Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil-has il penelitian 

seperti , makala h-m aka lah , diktat kuliah , dan literatur-literatur yang mendukung 

untuk membahas permasaiahan . Bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan 

bahan hukum yang tidak terkait di sisihkan, kemudian dilakukan pengelorr.pokan 

bahan hukun~ sesuc. i dengan klas ifikas i ya ng Lelah ditentukan. 

2. Teknik Ana li sis d:~ta 

Teknik ana li sa data , baik data sekunder maupun data prrmer yang 

diperoieh, kemudian dianali sis dengan metode an:~lisi s kuali~atif~ sehingga tidak 

menggunabn rumus-rumus stati stik ataupun model-model matematis. :Jata-c;::a 

yang dipero leh dianalisi s dan dibandinf>kan dengan teori yang ada berd::~sarkan 

peraturan perundang- undangan maupun teori-teori hukum serta data la innya 

dalam r&ngka mencari jalan keluar ataupun pembaruan hukum 111engena i kegiatan 

tentang penindakan kejahatan. Selanjutnya dievaluasi dan disusun secara sistematis 

dalam bab demi bab yang kemud;an terakhir disimpulkan 

3. Teknik Penulisan 

Teknik penuli san skripsi ini ada lah menjabilrkan dengan kalimat- kalimat 

sehingga diperoleh bahasan yuridis yang sistematik dan dapat dimengerti guna 

menjelaskan data dikaitkan dengan masa lah yang diteliti . Teknik penulisan ini 

dikenal dengan nama diskriptif anal isis. 
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Si.:> te;natika Pem;lisan 

Agar lebih memudahkan untuk dimengerti dan dipahami maka penulis 

mencoba :nendeskripsikan secara singkat dan jelas isi penul isan skripsi ini sebagai 

berikut : 

BAB I. Pendr.h uluan. La tar belakang dari pen gam bi !an j udul ini, 

rumusan masa lah yang hendak diangkat, tujuan penelitia:1 ya ng terdiri dari 

manfaat teoritis dan manfaat prakti s bagi Polri , Pemerintah, masyarakat, Jan 

Mahasiswa, serta s i s tem ~tika penu lisan . 

BAB II Tinjauan Pustaka . Teori y<mg cl ij acl ik an ptsau anali sis clan 

mcmbahas hasil penelitian yang akan memberikan pcnjc lasan ya ng inform ati f 

memuat paparan tentang penge rti an tincl ak piclana se rt a jeni s clan unsur-unsur 

tinclak piclana, penge rti an pencabul an clan pencurian clenga n kekerasan. 

BAB III Hasil Pcnelitian. Bab ini menguraikJ n tentang basil pene liti an 

kasus pos isi tinclak piclana pencabulan clan pencur ian cle ngan kekcrasa n cla lam 

Putusan Piclana Nomor: S8/PID .B/20 12/PN. Depok 

BAB IV Basil Penelitian Dan Pembahasan. Pembahasa n clan anali sa 

hasil penelitian yang berupa Anali sis kasus Putusan Piclana Nomor: 

88/PID.B/20 12/PN. Depok 

BAB V Kesimpulan dan Sa ran. Beri si kes impulan clari keg iatan yang 

clilakukan berdasarkan permasa lahan yang menjadi fokus kajian serta saran 

sebagai sumbangs ih pemikiran dari penulis. 
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